Menimbang

Mengingat

e

' ‘ serta pasal 26 ayat (2) dimaksud ditetapkan dengan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Uni-_g--Undan
Nnmm 25 Tahun 2004 tentang Smtem
m Nasmnal u EDA iberi

dan pasal 25 aym (2) ~~D menj adl p@dﬁman pmyus an

Femtumn Bupati ;

b hwa berdasarkan hal dmaksud pada huruf a
g perm menetapkan Rencana Km]a Pemerintah
(RKPD) Kabu"ien Kutal Timur Talmn 2007

g Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
-munda:ng Nomor 18 Tahun 1997 tentmg Pajak

aerah dan Remusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indﬁnesm 2000 Nnm@r 246 Tamb han Lembaran

Jndang Nomor 01 Tamm 2004 tmtang
rbendaharaan Negam (Lembaran Negara Tahun 2004
N@mor 5 Tambahan Lembaran Negara 4355 )

Undang-Undang N
Daarah ( Lem n N& - Tahun 2004 N@mm' 125

mbahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana
ji?ubah dengan Peraturan Pemennmh Pngamx Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaga Negara Republik
mdamsia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);




e —
R

10.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024),

Pmatmm P@mmn;i Nmmnr 109 Tamm 200 temang

-s’ onesia Nmmm 402 8)

Pemmmn Pememmm Nﬂmm 65 Tahun 2@01 mmm ;*.;:

10 , - ; ?f:an Lembamn Nﬁgam
End@nesm N@mm 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan
Kota Tahun 2005;
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16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan | Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun
2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :

»

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun
n Sumber Daya

2004 tentang Rencana Strategi Peningkat:
Manusia;

20.  Peraturan Daeral "ahun
2004 tentang Rencam Sira,tegls Daemjh (RENST‘_ A)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005.

Menetapkan

Pasal 1

R RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 20@7 adalah
encana T unan yan m@ngambmkan VISI Misi, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah,
Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prog

ram serta Matrik Program Pembangunan Tahun 2007.

Pasal 2

Berpedoman kepada Rencana Kma Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
tahun 2007, untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Bers-.;».
DPRD membuat N@m Kesepaka‘tan yang menetapkan arah dan kebijakan umum APBD

Tahun Anggaran bersangkutar




Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2007,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang terdiri dari :

I Pendahuluan

I1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

I11. Prioritas Pembangunan Daerah

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

V. Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan
dan Program

VL Penutup

Lampiran Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (
Kutai Timur Tahun 2007

XKPD) Kabupaten

Pasal 4

(1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daer:
Timur tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati im.

h (RKPD) Kabupaten Kutai
pasal 3, tercantum dalam lampiran

(2) Lampﬁmn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), merupakan

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
da tanggal 6 Sete?fber 2006
ﬁf

BUPATI KUTAI TIMUR




